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 ABSTRAK  
Sengketa lahan di kawasan perdesaan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

dengan salah satu faktor utama yang diduga berpengaruh adalah rendahnya tingkat literasi 

hukum pertanahan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

tingkat literasi hukum pertanahan dengan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan melalui 

pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan 
analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang 

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal yang signifikan antara 

rendahnya literasi hukum pertanahan dengan meningkatnya risiko sengketa lahan. 
Ketidakpahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, 

prosedur pendaftaran tanah, dan mekanisme peralihan hak atas tanah menjadi faktor determinan 

yang memicu konflik pertanahan. Karakteristik sengketa lahan perdesaan didominasi oleh 
konflik kepemilikan akibat ketidakjelasan dokumentasi, konflik waris yang tidak diselesaikan 

secara hukum, dan praktik transaksi tanah yang tidak sesuai prosedur. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi rendahnya literasi hukum meliputi tingkat pendidikan formal yang rendah, 
keterbatasan akses informasi, kesenjangan digital, dan ketergantungan pada sistem kepemilikan 

tradisional. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan strategi komprehensif 

peningkatan literasi hukum melalui pendidikan kontekstual, penguatan kapasitas kelembagaan 
desa, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya preventif meminimalkan risiko 

sengketa lahan di kawasan perdesaan. 

 ABSTRACT  
Land disputes in rural areas of Indonesia continue to increase annually, with one of the main factors 

suspected to influence this is the low level of legal literacy regarding land law among communities. This 

research aims to analyze the relationship between the level of land law legal literacy and the risk of land 

disputes in rural areas through a normative juridical approach. The research method uses library studies 

with analysis of laws and regulations, scientific literature, and relevant court decisions. The results show 

that there is a significant causal relationship between low land law legal literacy and increased risk of land 

disputes. The community's lack of understanding of Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, land registration 

procedures, and mechanisms for transferring land rights becomes a determining factor that triggers land 

conflicts. The characteristics of rural land disputes are dominated by ownership conflicts due to unclear 

documentation, inheritance conflicts that are not resolved legally, and land transaction practices that do not 

follow proper procedures. Factors affecting low legal literacy include low levels of formal education, limited 

access to information, digital gaps, and dependence on traditional ownership systems. This research 

recommends developing comprehensive strategies to improve legal literacy through contextual education, 

strengthening village institutional capacity, and utilizing information technology as a preventive measure to 

minimize the risk of land disputes in rural areas. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sektor pertanian yang menjadi tulang punggung 

perekonomian nasional, terutama di kawasan perdesaan (Iswantoro, 2021). Namun, permasalahan 

pertanahan di Indonesia masih menjadi isu kompleks yang belum terselesaikan secara tuntas. Data 

Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa sengketa tanah meningkat setiap tahunnya, dengan 

kawasan perdesaan menyumbang porsi terbesar dalam kasus-kasus tersebut. Kondisi ini menimbulkan 

keresahan masyarakat dan menghambat pembangunan ekonomi di tingkat desa. Salah satu faktor yang 

diduga berpengaruh terhadap tingginya angka sengketa lahan adalah rendahnya tingkat literasi hukum 

pertanahan masyarakat perdesaan. Literasi hukum pertanahan mencakup pemahaman tentang hak-hak 

atas tanah, prosedur pendaftaran tanah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mekanisme 

penyelesaian sengketa. Keterbatasan akses informasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah menjadi hambatan utama dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat 

desa (Owen et al., 2021). 

Masyarakat perdesaan seringkali mengandalkan sistem kepemilikan tanah secara turun- 

temurun tanpa memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Praktik ini, meskipun telah berlangsung secara 

adat, namun dalam perspektif hukum positif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Nugraha et al., 

2021). Ketika terjadi perubahan sosial ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur atau investasi 

swasta, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai menjadi rentan terhadap 

sengketa lahan. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya tumpang tindih kewenangan antara 

hukum adat dan hukum positif dalam pengelolaan tanah. Masyarakat desa yang tidak memahami 

perbedaan dan hubungan kedua sistem hukum tersebut seringkali mengalami kerugian ketika 

berhadapan dengan pihak- pihak yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, 

penelitian tentang hubungan antara tingkat literasi hukum pertanahan dengan risiko sengketa lahan di 

kawasan perdesaan menjadi sangat penting untuk dilakukan (Israhadi & Setyawan, 2021). 

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi sosial budaya yang 

beragam turut memperumit permasalahan pertanahan di kawasan perdesaan. Setiap daerah memiliki 

sistem kepemilikan tanah yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat setempat. Namun, proses 

modernisasi dan pemberlakuan hukum nasional yang seragam seringkali tidak sejalan dengan sistem 

tradisional tersebut. Akibatnya, masyarakat perdesaan mengalami kebingungan dalam memahami 

status hukum tanah mereka, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya sengketa. Peran 

teknologi informasi dalam era digital saat ini seharusnya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan 

literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan. Namun, kesenjangan digital antara daerah perkotaan 

dan perdesaan masih sangat lebar. Keterbatasan akses internet, rendahnya kemampuan menggunakan 

teknologi, dan kurangnya konten edukatif dalam bahasa lokal menjadi hambatan tersendiri. Padahal, 

pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi media efektif untuk menyebarluaskan pengetahuan 

hukum pertanahan kepada masyarakat luas dengan biaya yang relatif murah (Dhiaulhaq & McCarthy, 

2020). 

Aspek ekonomi juga berperan penting dalam meningkatkan risiko sengketa lahan di kawasan 

perdesaan. Tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa seringkali memaksa mereka untuk 

menjual atau menggadaikan tanah tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Praktik jual beli tanah 

yang tidak sesuai prosedur, seperti tanpa akta notaris atau tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya, 

berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.  

Ketidakpahaman tentang prosedur hukum yang benar dalam transaksi tanah ini mencerminkan 

rendahnya literasi hukum pertanahan masyarakat. Dampak perubahan iklim dan bencana alam juga 

memberikan dimensi baru dalam permasalahan pertanahan di kawasan perdesaan. Banjir, longsor, dan 

erosi yang semakin sering terjadi mengakibatkan perubahan bentang alam dan batas-batas kepemilikan 

tanah. Masyarakat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang jelas akan kesulitan dalam 

mengklaim hak atas tanah mereka setelah terjadi bencana. Situasi ini diperparah dengan kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang mekanisme hukum untuk penyelesaian masalah pertanahan akibat 
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bencana alam, sehingga mereka menjadi pihak yang dirugikan dalam proses relokasi atau rehabilitasi 

pascabencana. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana tingkat literasi hukum pertanahan masyarakat di kawasan 

perdesaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kedua, bagaimana karakteristik dan pola 

sengketa lahan yang terjadi di kawasan perdesaan serta faktor-faktor penyebabnya. Ketiga, apakah 

terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat literasi hukum pertanahan dengan risiko terjadinya 

sengketa lahan di kawasan perdesaan. Keempat, bagaimana mekanisme yang dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan dalam rangka meminimalkan 

risiko sengketa lahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap hubungan antara tingkat literasi 

hukum pertanahan dengan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan. Secara khusus, penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat literasi hukum pertanahan masyarakat 

perdesaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari segi internal maupun eksternal. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan karakteristik dan pola sengketa lahan yang terjadi di 

kawasan perdesaan, termasuk jenis sengketa, pihak yang terlibat, dan faktor-faktor penyebabnya. Lebih 

lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kausal antara tingkat literasi 

hukum pertanahan dengan probabilitas terjadinya sengketa lahan di kawasan perdesaan. Melalui 

analisis statistik yang mendalam, penelitian ini akan mengukur seberapa besar pengaruh literasi hukum 

pertanahan terhadap risiko sengketa lahan, dengan mempertimbangkan variabel-variabel kontrol 

lainnya. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi 

praktis untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan sebagai upaya preventif 

dalam meminimalkan risiko sengketa lahan. 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik dari aspek teoretis maupun 

praktis dalam bidang hukum pertanahan dan pembangunan perdesaan. Secara teoretis, penelitian ini 

akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara literasi hukum dan konflik 

agraria, khususnya dalam konteks masyarakat perdesaan Indonesia. Temuan penelitian ini dapat 

menjadi referensi bagi pengembangan teori-teori baru tentang pencegahan sengketa lahan melalui 

pendekatan literasi hukum. Bagi akademisi dan peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar 

untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang hukum pertanahan dan pemberdayaan 

masyarakat perdesaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi 

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merancang kebijakan yang tepat untuk 

meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat. Program-program sosialisasi, penyuluhan, dan 

pendidikan hukum dapat dirancang lebih efektif berdasarkan temuan penelitian ini. Bagi lembaga-

lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang advokasi pertanahan, penelitian ini dapat 

memberikan panduan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran. 

Manfaat jangka panjang dari penelitian ini adalah terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan 

dan pengurangan konflik agraria di kawasan perdesaan, yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas 

sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

  

Tinjauan Pustaka 

Konsep Literasi Hukum Pertanahan 

Literasi hukum pertanahan merupakan kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami, 

menganalisis, dan menerapkan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan tanah dalam kehidupan 

sehari-hari. Konsep ini mencakup pemahaman tentang peraturan perundang- undangan di bidang 

pertanahan, hak dan kewajiban pemilik tanah, prosedur administratif yang harus dilalui dalam berbagai 

transaksi tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Literasi hukum pertanahan tidak 

hanya sebatas pengetahuan teoretis, tetapi juga kemampuan praktis untuk menggunakan pengetahuan 
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tersebut dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan tanah. Tingkat literasi hukum 

pertanahan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan formal, akses 

terhadap informasi hukum, pengalaman berinteraksi dengan sistem hukum, dan dukungan dari 

lingkungan sosial. Masyarakat dengan literasi hukum pertanahan yang tinggi cenderung lebih mampu 

melindungi hak-hak mereka atas tanah, menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan, dan 

menyelesaikan permasalahan pertanahan secara damai. Sebaliknya, rendahnya literasi hukum 

pertanahan dapat menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan 

sengketa lahan yang sebenarnya dapat dihindari (Alauddin et al., 2021). 

 

Sistem Hukum Pertanahan Indonesia 

Sistem hukum pertanahan Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena menggabungkan 

tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Undang-Undang 

Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjadi landasan utama dalam mengatur hak-hak atas tanah di 

Indonesia, yang mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional dan negara. Sistem ini memberikan pengakuan terhadap berbagai jenis hak atas tanah, mulai 

dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hingga hak pakai, masing-masing dengan 

karakteristik dan batasan yang berbeda. Kompleksitas sistem hukum pertanahan Indonesia terletak pada 

upaya harmonisasi antara nilai- nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat dengan kebutuhan 

pembangunan modern. Proses pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Namun, implementasi sistem ini di lapangan 

seringkali menghadapi tantangan, terutama di kawasan perdesaan di mana sistem kepemilikan tanah 

masih banyak yang belum terdaftar secara formal dan masih mengikuti pola-pola tradisional yang 

diwariskan secara turun-temurun (Sari, 2020). 

 

Dinamika Sengketa Lahan di Kawasan Perdesaan 

Sengketa lahan di kawasan perdesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa 

lahan di perkotaan, baik dari segi penyebab, pola, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Penyebab 

utama sengketa lahan di perdesaan seringkali terkait dengan ketidakjelasan batas-batas tanah, tumpang 

tindih kepemilikan, warisan yang tidak dibagi secara jelas, dan konflik antara hak adat dengan hak 

formal. Selain itu, tekanan pembangunan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, perkebunan 

skala besar, dan industri ekstraktif juga menjadi pemicu munculnya sengketa lahan yang melibatkan 

masyarakat lokal dengan pihak eksternal. Pola penyelesaian sengketa lahan di kawasan perdesaan masih 

sangat dipengaruhi oleh nilai- nilai kearifan lokal dan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. 

Masyarakat perdesaan cenderung lebih mempercayai penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh tokoh 

adat atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan jalur hukum formal. Namun, ketika sengketa 

melibatkan pihak eksternal yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik yang lebih besar, mekanisme 

tradisional ini seringkali tidak efektif. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses masyarakat 

perdesaan terhadap bantuan hukum dan lembaga-lembaga yang dapat membantu mereka dalam 

menyelesaikan sengketa secara adil (Surya et al., 2020). 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Hukum Masyarakat Perdesaan 

Tingkat pendidikan masyarakat perdesaan menjadi faktor fundamental yang mempengaruhi 

literasi hukum pertanahan. Rendahnya tingkat pendidikan formal di kawasan perdesaan berkorelasi 

dengan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memahami bahasa hukum yang seringkali rumit 

dan teknis. Selain itu, kurangnya program pendidikan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik masyarakat perdesaan membuat informasi hukum pertanahan tidak dapat diakses secara 

efektif. Faktor geografis juga berperan penting, di mana keterpencilan wilayah perdesaan menyebabkan 

terbatasnya akses terhadap layanan informasi hukum dan lembaga-lembaga yang dapat memberikan 
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penyuluhan hukum. Faktor sosial budaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap literasi 

hukum masyarakat perdesaan. Sistem nilai yang mengutamakan harmonisasi sosial seringkali membuat 

masyarakat enggan untuk mempelajari hukum formal yang dianggap dapat memicu konflik. 

Kepercayaan terhadap sistem adat dan tokoh-tokoh tradisional juga dapat menjadi hambatan dalam 

peningkatan literasi hukum formal. Namun, di sisi lain, kearifan lokal yang ada dalam masyarakat 

perdesaan dapat menjadi modal sosial yang berharga untuk pengembangan model literasi hukum yang 

lebih kontekstual dan mudah diterima oleh masyarakat (Ramadhani, 2020). 

 

Strategi Peningkatan Literasi Hukum Pertanahan 

Pengembangan strategi peningkatan literasi hukum pertanahan di kawasan perdesaan 

memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini harus dimulai dari 

identifikasi kebutuhan spesifik masyarakat perdesaan, termasuk jenis informasi hukum yang paling 

dibutuhkan, media komunikasi yang paling efektif, dan waktu yang tepat untuk penyampaian informasi. 

Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program 

literasi hukum akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan top-down yang seringkali tidak 

sesuai dengan realitas di lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan akses masyarakat perdesaan juga dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan 

program literasi hukum. Kemitraan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan program 

peningkatan literasi hukum pertanahan. Setiap pihak memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-

masing, sehingga kerjasama yang sinergis dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Program 

literasi hukum juga harus dirancang secara berkelanjutan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang 

jelas untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan kemampuan masyarakat 

dalam mengelola permasalahan pertanahan. Integrasi materi literasi hukum pertanahan ke dalam 

program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi strategi untuk 

memastikan keberlanjutan program ini (Wahanisa, 2020). 

 

 

METODOLOGI  

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan pada analisis 

hubungan antara tingkat literasi hukum pertanahan dengan risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan 

melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan di bidang 

pertanahan, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan 

pelaksanaannya, dalam konteks masyarakat perdesaan. Penelitian ini juga menganalisis kesenjangan 

antara norma hukum yang ada dengan praktik penerapannya di lapangan, serta mengkaji efektivitas 

sistem hukum pertanahan dalam mencegah terjadinya sengketa lahan di kawasan perdesaan. 

 

Sumber Data dan Bahan Hukum 

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang hak atas 

tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, hasil 

penelitian terdahulu, jurnal hukum, buku-buku yang membahas tentang hukum pertanahan, literasi 

hukum, dan sengketa lahan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus sengketa pertanahan 

di kawasan perdesaan. Bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus hukum, ensiklopedia, 
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dan artikel-artikel dari media massa yang memberikan penjelasan atau tafsiran terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara 

mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan topik 

penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara inventarisasi dan dokumentasi 

terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan, mulai dari tingkat 

undang-undang hingga peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan tanah di kawasan 

perdesaan. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai 

sumber, termasuk perpustakaan perguruan tinggi, basis data jurnal elektronik, dan situs web resmi 

lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung, dan kementerian yang 

menangani urusan perdesaan. 

 

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Proses analisis dimulai dengan melakukan inventarisasi dan 

klasifikasi terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan sistematisasi 

berdasarkan hierarki peraturan perundang- undangan dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. 

Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur 

tentang literasi hukum pertanahan dan pencegahan sengketa lahan, kemudian mengkaji 

implementasinya dalam konteks masyarakat perdesaan. Teknik analisis yang digunakan meliputi 

analisis komparatif untuk membandingkan berbagai regulasi yang ada, analisis historis untuk 

memahami perkembangan hukum pertanahan di Indonesia, dan analisis teleologis untuk memahami 

tujuan dan semangat yang melatarbelakangi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang 

pertanahan. 

 

Metode Interpretasi Hukum 

Interpretasi terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan berbagai metode 

penafsiran hukum, antara lain interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual dari norma 

hukum, interpretasi sistematik untuk memahami keterkaitan antara satu norma dengan norma lainnya 

dalam satu sistem hukum, dan interpretasi teleologis untuk memahami tujuan dan ratio legis dari 

pembentukan suatu norma hukum. Metode interpretasi historis juga digunakan untuk memahami latar 

belakang dan perkembangan hukum pertanahan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan 

terhadap hukum adat dan upaya harmonisasi dengan hukum modern. Interpretasi sosiologis diterapkan 

untuk memahami implementasi norma hukum dalam realitas sosial masyarakat perdesaan, termasuk 

analisis terhadap faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum 

pertanahan di kawasan perdesaan. 

 

 

Sistematika Analisis 

Sistematika analisis dalam penelitian ini disusun secara sistematis dimulai dari analisis terhadap 

konsep literasi hukum pertanahan dalam perspektif normatif, dilanjutkan dengan analisis terhadap 

karakteristik sengketa lahan di kawasan perdesaan berdasarkan regulasi yang ada dan praktik 

penyelesaiannya. Tahapan selanjutnya adalah analisis hubungan kausal antara rendahnya literasi hukum 

pertanahan dengan tingginya risiko sengketa lahan melalui kajian terhadap kasus-kasus yang telah 

diputus oleh pengadilan dan analisis terhadap efektivitas mekanisme pencegahan sengketa yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Analisis diakhiri dengan perumusan rekomendasi perbaikan 

kerangka hukum dan kebijakan untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan 
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sebagai upaya preventif dalam meminimalkan risiko sengketa lahan, yang didasarkan pada temuan-

temuan dari analisis normatif yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Literasi Hukum Pertanahan Masyarakat Perdesaan 

Berdasarkan analisis normatif terhadap implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 

5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, ditemukan bahwa tingkat literasi hukum pertanahan 

masyarakat perdesaan di Indonesia masih berada pada kategori rendah. Hal ini tercermin dari minimnya 

pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 

UUPA, khususnya perbedaan antara hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 

Ketidakpahaman ini semakin diperparah oleh kompleksitas terminologi hukum yang digunakan dalam 

peraturan perundang-undangan, yang seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat awam yang 

memiliki latar belakang pendidikan formal yang terbatas. Aspek literasi hukum yang paling lemah 

adalah pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sebagian besar masyarakat perdesaan tidak memahami 

pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti hak yang kuat, dan masih mengandalkan bukti- bukti 

kepemilikan tradisional seperti surat keterangan dari kepala desa atau saksi-saksi lisan. 

Ketidakpahaman tentang prosedur dan biaya pendaftaran tanah menyebabkan rendahnya tingkat 

partisipasi masyarakat dalam program sertifikasi tanah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko 

terjadinya sengketa kepemilikan. Literasi hukum pertanahan juga menunjukkan kelemahan dalam aspek 

pemahaman tentang peralihan hak atas tanah dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan tanah. 

Masyarakat perdesaan umumnya tidak memahami pentingnya melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dalam transaksi jual beli tanah, dan seringkali melakukan transaksi secara di bawah tangan 

tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Ketidakpahaman ini tidak hanya berkaitan dengan aspek 

teknis prosedural, tetapi juga menyangkut pemahaman tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakan 

yang berkaitan dengan tanah, termasuk risiko-risiko yang mungkin timbul dari praktik-praktik yang 

tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Korneawan et al., 2020). 

  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Hukum Pertanahan 

Faktor pendidikan formal menjadi determinan utama yang mempengaruhi tingkat literasi 

hukum pertanahan masyarakat perdesaan. Analisis terhadap data statistik pendidikan menunjukkan 

bahwa sebagian besar masyarakat perdesaan hanya menyelesaikan pendidikan dasar, dengan tingkat 

buta aksara yang masih relatif tinggi di beberapa daerah terpencil. Kondisi ini berdampak pada 

keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memahami dokumen- dokumen hukum, termasuk akta jual 

beli, sertifikat tanah, dan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan tanah. Selain itu, sistem 

pendidikan formal yang ada belum mengintegrasikan materi pendidikan hukum pertanahan dalam 

kurikulumnya, sehingga masyarakat tidak memperoleh pengetahuan dasar tentang hukum pertanahan 

sejak dini. Faktor geografis dan keterbatasan akses informasi juga berperan signifikan dalam 

membentuk rendahnya literasi hukum pertanahan di kawasan perdesaan. Keterpencilan wilayah 

perdesaan menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan penyuluhan hukum dan 

informasi peraturan perundang-undangan terbaru. Kesenjangan digital antara perkotaan dan perdesaan 

mempersulit distribusi informasi hukum melalui media elektronik, sementara program sosialisasi dari 

pemerintah seringkali tidak menjangkau daerah-daerah terpencil secara merata. Keterbatasan 

infrastruktur komunikasi dan transportasi menjadi hambatan struktural yang mempersulit akses 

masyarakat perdesaan terhadap sumber-sumber informasi hukum yang relevan. Faktor sosial budaya 

memiliki pengaruh yang kompleks terhadap literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan. Sistem 

nilai yang mengutamakan harmonisasi sosial seringkali membuat masyarakat enggan untuk 

mempelajari hukum formal yang dianggap dapat memicu konflik. Kepercayaan terhadap sistem adat 
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dan tokoh-tokoh tradisional juga dapat menjadi hambatan dalam peningkatan literasi hukum formal, 

karena masyarakat cenderung lebih mempercayai mekanisme penyelesaian masalah secara adat 

dibandingkan dengan jalur hukum formal. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap sistem 

tradisional tanpa pemahaman tentang hukum formal dapat menyebabkan masyarakat menjadi rentan 

ketika berhadapan dengan pihak- pihak yang memanfaatkan celah-celah hukum untuk kepentingan 

mereka sendiri (Marbun, 2021). 

 

Pola dan Karakteristik Sengketa Lahan di Kawasan Perdesaan 

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan data sengketa lahan dari Badan Pertanahan 

Nasional menunjukkan bahwa sengketa lahan di kawasan perdesaan memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan sengketa lahan di perkotaan. Sebagian besar sengketa lahan perdesaan terkait dengan 

permasalahan batas tanah yang tidak jelas, konflik kepemilikan akibat pembagian waris yang tidak 

tuntas, dan tumpang tindih antara tanah adat dengan tanah yang telah bersertifikat. Pola sengketa 

menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus yang melibatkan pihak eksternal, seperti perusahaan 

perkebunan atau developer, yang memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat lokal terhadap prosedur 

hukum untuk memperoleh tanah dengan cara yang merugikan pemilik asli. Karakteristik khusus 

sengketa lahan perdesaan adalah dominasi konflik horizontal antarsesama warga masyarakat, yang 

seringkali berakar pada permasalahan historis dan ketidakjelasan dokumentasi kepemilikan tanah. 

Konflik waris menjadi jenis sengketa yang paling dominan, dimana tanah warisan tidak dibagi secara 

jelas dan formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik pembagian waris secara lisan 

berdasarkan adat istiadat setempat, meskipun telah dilakukan secara turun-temurun, tidak memiliki 

kekuatan hukum yang kuat ketika terjadi sengketa. Selain itu, praktik jual beli tanah tanpa melalui 

prosedur hukum yang benar, seperti tanpa melibatkan PPAT atau tanpa sepengetahuan ahli waris 

lainnya, menjadi sumber konflik yang berpotensi berkembang menjadi sengketa berkepanjangan. 

Dampak perubahan sosial ekonomi telah mengubah pola sengketa lahan di kawasan perdesaan dari yang 

semula bersifat sederhana menjadi lebih kompleks dan melibatkan kepentingan ekonomi yang lebih 

besar. Proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum seringkali menimbulkan sengketa karena 

ketidaksesuaian antara ganti rugi yang diberikan dengan harapan masyarakat, serta kurangnya 

transparansi dalam proses penetapan nilai ganti rugi. Modernisasi pertanian dan industrialisasi 

perdesaan juga menciptakan dinamika baru dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, yang seringkali 

tidak dapat diakomodasi oleh sistem hukum tradisional namun juga tidak dipahami oleh masyarakat 

dalam kerangka hukum formal yang berlaku (Supono & Askafi, 2020). 

 

Faktor Penyebab Sengketa Lahan di Kawasan Perdesaan 

Ketidakjelasan dokumentasi kepemilikan tanah menjadi faktor utama penyebab sengketa lahan 

di kawasan perdesaan. Sebagian besar tanah di perdesaan masih belum terdaftar secara formal dalam 

sistem pendaftaran tanah nasional, sehingga tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang 

kuat. Praktik kepemilikan tanah yang mengandalkan bukti-bukti tradisional seperti surat keterangan 

kepala desa, saksi lisan, atau penguasaan fisik secara turun- temurun, meskipun diakui oleh masyarakat 

setempat, tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai ketika terjadi sengketa dengan pihak yang 

memiliki dokumen formal. Kondisi ini diperparah oleh ketidakjelasan batas-batas tanah yang seringkali 

hanya ditandai dengan tanda- tanda alam seperti pohon, sungai, atau batu, yang dapat berubah seiring 

waktu. Lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar instansi terkait juga menjadi faktor penyebab 

terjadinya sengketa lahan di kawasan perdesaan. Tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi 

yang menangani masalah pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, dan 

pemerintah daerah, seringkali menyebabkan kebingungan dalam penyelesaian masalah pertanahan. 

Ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan dan lemahnya sistem monitoring terhadap transaksi 

tanah di tingkat desa memberikan peluang bagi praktik-praktik yang melanggar hukum. Kurangnya 

sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru kepada masyarakat dan aparat desa juga 
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menyebabkan penerapan hukum yang tidak seragam dan berpotensi menimbulkan sengketa. Tekanan 

ekonomi dan perubahan nilai ekonomi tanah menjadi faktor pendorong yang semakin signifikan dalam 

memicu sengketa lahan di kawasan perdesaan. Peningkatan nilai tanah akibat pembangunan 

infrastruktur atau investasi swasta seringkali memicu klaim-klaim kepemilikan yang sebenarnya tidak 

berdasar. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung melakukan transaksi tanah secara 

terburu-buru tanpa memperhatikan aspek hukum, yang kemudian menimbulkan masalah ketika kondisi 

ekonomi membaik dan mereka ingin mengklaim kembali tanah tersebut. Praktik gadai tanah dan 

pinjaman dengan jaminan tanah yang tidak mengikuti prosedur hukum yang benar juga menjadi sumber 

sengketa, terutama ketika pihak yang menggadaikan tidak mampu melunasi hutangnya sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuat (Lontoh et al., 2021). 

 

Hubungan Kausal antara Literasi Hukum dan Risiko Sengketa Lahan 

Analisis yuridis normatif menunjukkan adanya hubungan kausal yang signifikan antara 

rendahnya literasi hukum pertanahan dengan tingginya risiko terjadinya sengketa lahan di kawasan 

perdesaan. Ketidakpahaman masyarakat terhadap ketentuan Pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah 

menyebabkan banyak tanah di perdesaan yang tidak memiliki sertifikat, sehingga rentan terhadap klaim 

kepemilikan dari pihak lain. Rendahnya pemahaman tentang prosedur peralihan hak atas tanah 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga menyebabkan praktik jual 

beli tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yang berpotensi menimbulkan sengketa di 

kemudian hari. Masyarakat yang tidak memahami pentingnya akta autentik dalam transaksi tanah 

cenderung melakukan jual beli secara di bawah tangan, yang tidak memberikan kepastian hukum bagi 

para pihak. Korelasi negatif antara literasi hukum pertanahan dengan probabilitas terjadinya sengketa 

lahan dapat dilihat dari kasus-kasus sengketa yang melibatkan masyarakat dengan tingkat pendidikan 

rendah. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian besar pihak yang kalah 

dalam sengketa pertanahan adalah mereka yang tidak memahami aspek-aspek hukum dalam 

penguasaan dan pemanfaatan tanah. Ketidakpahaman tentang asas publisitas dalam pendaftaran tanah 

menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum yang lebih 

kuat dibandingkan dengan dokumen kepemilikan tradisional. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan klaim atas tanah yang secara faktual telah dikuasai oleh 

masyarakat secara turun-temurun namun tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat secara hukum. 

Mekanisme pencegahan sengketa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat 

berfungsi optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan prosedur 

mekanisme tersebut. Ketentuan dalam Pasal 62 UUPA tentang penyelesaian sengketa melalui peradilan 

umum seringkali menjadi pilihan terakhir yang dipaksakan karena masyarakat tidak mengetahui 

alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang lebih efisien dan murah. Rendahnya literasi hukum juga 

menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses bantuan hukum secara optimal, karena mereka tidak 

memahami hak-hak mereka untuk memperoleh pendampingan hukum dalam menyelesaikan sengketa 

pertanahan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana ketidakpahaman hukum menyebabkan 

sengketa, dan ketika sengketa terjadi, ketidakpahaman yang sama menyebabkan penyelesaian sengketa 

menjadi tidak optimal dan cenderung merugikan pihak yang memiliki literasi hukum rendah (Jushendri, 

2020). 

 

Strategi Peningkatan Literasi Hukum untuk Pencegahan Sengketa Lahan 

Berdasarkan analisis normatif terhadap kerangka hukum yang ada, diperlukan strategi 

komprehensif untuk meningkatkan literasi hukum pertanahan masyarakat perdesaan sebagai upaya 

preventif dalam meminimalkan risiko sengketa lahan. Strategi pertama adalah pengembangan program 

pendidikan hukum pertanahan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat 

perdesaan. Program ini harus dirancang dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 
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dipahami, serta memanfaatkan media komunikasi yang familiar bagi masyarakat desa, seperti 

pertemuan komunitas, pengajian, atau acara-acara adat. Integrasi materi literasi hukum pertanahan ke 

dalam program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi strategi 

untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pendidikan hukum tersebut. Strategi kedua 

adalah penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa dalam bidang pertanahan melalui pelatihan 

bagi aparatur desa dan tokoh masyarakat. Kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya perlu 

diberi pemahaman yang memadai tentang hukum pertanahan agar dapat memberikan informasi yang 

benar kepada masyarakat dan membantu dalam pencegahan sengketa. Pembentukan kader- kader 

hukum pertanahan di tingkat desa yang berasal dari masyarakat setempat dapat menjadi solusi untuk 

mengatasi keterbatasan SDM penyuluh hukum dari instansi pemerintah. Kader- kader ini dapat 

berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum formal, sekaligus membantu dalam 

sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dan pendampingan masyarakat dalam mengurus 

dokumen-dokumen pertanahan. Strategi ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memperluas jangkauan program literasi hukum pertanahan. Pengembangan aplikasi 

mobile atau platform digital yang berisi informasi tentang hukum pertanahan dalam bahasa lokal dapat 

membantu masyarakat mengakses informasi hukum dengan lebih mudah. Program literasi digital juga 

perlu dilakukan secara paralel untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan 

teknologi informasi. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga swadaya 

masyarakat, dan sektor swasta, diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan 

memastikan program literasi hukum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan sistem monitoring 

dan evaluasi yang jelas untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap pengurangan risiko 

sengketa lahan di kawasan perdesaan (Djajaputra & Gunawan, 2021). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat hubungan kausal yang signifikan antara rendahnya 

tingkat literasi hukum pertanahan dengan meningkatnya risiko sengketa lahan di kawasan perdesaan 

Indonesia. Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa ketidakpahaman masyarakat perdesaan 

terhadap ketentuan fundamental dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, 

khususnya mengenai prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, dan mekanisme 

penyelesaian sengketa, menjadi faktor determinan yang memicu konflik pertanahan. Kondisi ini 

diperparah oleh faktor-faktor struktural seperti rendahnya tingkat pendidikan formal, keterbatasan akses 

informasi hukum, kesenjangan digital, dan ketergantungan berlebihan pada sistem kepemilikan tanah 

tradisional tanpa pemahaman yang memadai tentang implikasi hukum formalnya. Karakteristik 

sengketa lahan di kawasan perdesaan didominasi oleh konflik kepemilikan akibat ketidakjelasan 

dokumentasi, konflik waris yang tidak diselesaikan secara hukum, dan praktik transaksi tanah yang 

tidak sesuai prosedur. Analisis terhadap pola sengketa menunjukkan transformasi dari konflik 

horizontal tradisional menjadi konflik yang melibatkan pihak eksternal dengan kekuatan ekonomi 

superior, yang memanfaatkan celah ketidakpahaman hukum masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan 

urgensi pengembangan strategi komprehensif peningkatan literasi hukum pertanahan yang tidak hanya 

berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan desa dan 

pemanfaatan teknologi informasi sebagai media edukasi hukum yang dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat perdesaan. 

 

SARAN 

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum Pertanahan Kontekstual Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengintegrasikan materi literasi hukum 

pertanahan dasar ke dalam kurikulum pendidikan formal tingkat menengah dan pendidikan kesetaraan 

di kawasan perdesaan. Materi pembelajaran harus dirancang dengan pendekatan kontekstual yang 

menggunakan studi kasus lokal dan bahasa yang mudah dipahami masyarakat setempat. 
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Pembentukan Sistem Kader Hukum Pertanahan Desa Badan Pertanahan Nasional bersama 

dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu menginisiasi 

program pelatihan intensif bagi aparatur desa dan tokoh masyarakat untuk menjadi kader hukum 

pertanahan. Kader ini bertugas memberikan penyuluhan, pendampingan, dan konsultasi hukum 

pertanahan tingkat dasar kepada masyarakat desa. 

Implementasi Platform Digital Literasi Hukum Pertanahan Multibahasa Pengembangan 

aplikasi mobile dan platform web yang menyediakan informasi hukum pertanahan dalam bahasa daerah 

dengan fitur interaktif seperti simulasi prosedur pendaftaran tanah, kalkulator biaya sertifikasi, dan 

panduan penyelesaian sengketa sederhana. Platform ini harus dapat diakses secara offline untuk 

mengatasi keterbatasan konektivitas internet di daerah terpencil. 

Penguatan Program Sertifikasi Tanah Massal dengan Pendekatan Edukatif Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu diperkuat dengan komponen edukasi literasi 

hukum yang wajib diikuti oleh penerima manfaat. Setiap kegiatan sertifikasi harus disertai dengan sesi 

pembelajaran tentang hak dan kewajiban pemilik sertifikat, prosedur peralihan hak, dan cara melindungi 

aset tanah dari praktik penipuan. 

Pembentukan Desk Bantuan Hukum Pertanahan di Tingkat Kecamatan Setiap kecamatan perlu 

memiliki desk bantuan hukum pertanahan yang dikelola bersama antara Kantor Pertanahan, Pengadilan 

Negeri, dan organisasi bantuan hukum. Desk ini berfungsi memberikan konsultasi hukum gratis, 

mediasi sengketa tingkat awal, dan pendampingan proses hukum bagi masyarakat yang mengalami 

masalah pertanahan. 

Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Komunitas Perlu dikembangkan model 

penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan prinsip- prinsip hukum formal 

melalui pembentukan Lembaga Mediasi Desa yang beranggotakan tokoh adat, perangkat desa, dan 

kader hukum pertanahan. Lembaga ini berperan sebagai filter pertama dalam penyelesaian sengketa 

sebelum naik ke jalur formal. 

Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Komprehensif Perlu dibentuk sistem monitoring 

dan evaluasi terintegrasi yang melibatkan perguruan tinggi sebagai evaluator independen untuk 

mengukur efektivitas program peningkatan literasi hukum pertanahan. Sistem ini harus mampu 

mengukur dampak jangka panjang program terhadap penurunan angka sengketa lahan dan peningkatan 

kepastian hukum di kawasan perdesaan melalui indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang 

terukur. 
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